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PERATURAN     

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2021   

TENTANG 

PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada 

Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga; 

b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman 

Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan 
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dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 

tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan 

Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan 

sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah 

di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi 

Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5870); 

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan 

atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 5); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan 

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian 

Negara/Lembaga  (Berita Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/ 

PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 

tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan 

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1746); 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1114); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 

PERIKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak 

memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh 

Pemerintah kepada perseorangan, kelompok 

masyarakat, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah. 

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari 

Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan 

anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

3. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 

Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan 
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dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan 

pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara. 

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil 

Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

5. Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya 

disebut Pelaku Utama adalah setiap orang yang 

mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha 

kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.  

6. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang 

terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-

aturan dalam organisasi kelompok yang secara 

langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha 

bersama di bidang kelautan dan perikanan. 

7. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang 

secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis 

tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena 

adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang 

kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, 

memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan 

hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau 

lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara 

Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan 

berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu 

yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud 

partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong 

demokratisasi dan keadilan sosial, penegakan 

supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan 

kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada 

pengabdian secara swadaya. 

9. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat 

berlangsungnya proses pendidikan atau belajar 

www.peraturan.go.id



2021, No.20 
-5- 

mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang 

lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. 

10. Lembaga Keagamaan adalah kelompok masyarakat yang 

mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk 

mempraktikan keagamaan dalam masyarakat yang telah 

dirumuskan untuk mengatur kehidupan dan tingkah 

laku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa 

dan bernegara oleh umat beragama. 

11. Lembaga Kesehatan adalah kelompok masyarakat yang 

memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada 

masyarakat dalam satu wadah atau organisasi 

pemerintah dibidang kesehatan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

12. Lembaga Pemerintah adalah lembaga yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan untuk mengatur 

kebijakan dan program pemerintah untuk memfasilitasi 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang 

kesejahteraan masyarakat. 

13. Lembaga Nonpemerintah adalah organisasi yang bukan 

bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara yang 

melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat 

umum. 

14. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan dan perikanan. 

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 

16. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

17. Direktur Jenderal/Kepala Badan adalah Direktur 

Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 

18. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang 

membidangi urusan kelautan dan perikanan. 
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